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ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN 
ANALYSIS INCOME INEQUALITY IN SOUTH SULAWESI 
 




Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh penanaman 
modal asing, jumlah penduduk, dan upah minimum terhadap ketimpangan 
pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pertumbuhan 
ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu analisis jalur menggunakan program Amos versi 22 untuk 
melihat hubungan langsung ataupun tidak langsung.    
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara langsung penanaman modal asing 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan 
secara tidak langsung melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan. 
Jumlah penduduk secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
ketimpangan pendapatan dan secara tidak langsung melalui pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Upah minimum secara langsung 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan secara 
tidak langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan. 
Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, Penanaman Modal Asing, Jumlah 
Penduduk, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi 
 
This research aimed to analyze and determine the influence of foreign investment, 
population, and minimum wage towards income inequality, either directly or 
indirectly through economic growth in the province of South Sulawesi. The 
analytical method in this research is path analysis using Amos program version 22 
to see the directly or indirectly connection.   
The results of this research show that foreign investment directly have negative 
and insignificant effect againts income inequality, while investment indirectly have 
insignificant effect againts income inequality through economic growth. Population 
directly have positive and significant effect againts income inequality and indirectly 
through economic growth have negative and insignificant effect. Minimum wage 
directly have negative and significant effect againts income inequality and indirectly 
through economic growth have positive and insignificant effect. 
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1.1   Latar Belakang Masalah 
Terciptanya masyarakat yang sejahtera merupakan cita-cita bagi semua 
negara di dunia ini, tak terkecuali negara-negara yang sedang berkembang seperti 
Indonesia. Cita-cita tersebut tertuang pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat 
yang berbunyi: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemederkaan, perdamaian 
abadi, dan keadilan sosial. Dalam proses menciptakan masyarakat yang sejahtera 
harus dilaksanakan pembangunan. Todaro (2013) menyatakan bahwa 
pembangunan ekonomi merupakan suatu tekad masyarakat untuk berupaya 
mencapai kehidupan yang lebih baik dalam peningkatan ketersediaan serta 
perluasan distribusi berbagai barang pokok, peningkatan standar hidup secara 
ekonomi dan sosial.  
Banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang 
sedang berkembang seperti Indonesia, salah satunya yaitu permasalahan 
kesenjangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pada angka 
distribusi pendapatan tinggi akan menciptakan jurang pemisah antara kelompok 
masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan 
rendah. Masalah distribusi pendapatan ini mengandung dua aspek. Aspek 
pertama adalah bagaimana menaikkan kesejahteraan masyarakat yang masih 
berada dibawah garis kemiskinan, sedangkan aspek yang kedua adalah 
pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersempit perbedaan 
tingkat pendapatan antar penduduk 
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Permasalahan ketimpangan pendapatan ini sangat penting diperhatikan. 
Menurut Todaro (2013), ada tiga jawaban mengapa kita harus memerhatikan 
ketimpangan yang terjadi. Pertama, ketimpangan pendapatan ekstream 
menimbulkan inefisiensi perekonomian. Kedua, ketimpangan pendapatan akan 
merusak stabilitas dan solidaritas sosial.  Ketiga, ketimpangan pendapatan 
umumnya dipandang tidak adil. 
Pembangunan mempunyai tujuan yaitu pengurangan tingkat kemiskinan 
yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi 
pendapatan (Kakwani dan Son, 2003). Hal tersebut didasarkan pada teori trickle-
down effect. Teori trickle-down effect pertama kali dikembangkan oleh Albert Otto 
Hirschman. Teori tersebut menjadi salah satu topik penting didalam literatur 
mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang (Least 
Developed Contries/LDCs) pada dekade 1950-an dan 1960-an. Teori trickle-down 
effect menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat 
akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan 
berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai 
kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. 
Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh 
aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan 
sendirinya.  
Sebagai salah satu provinsi di luar pulau Jawa, Sulawesi Selatan memiliki 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lainnya di 
Indonesia. Walaupun memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ketimpangan 
pendapatan di Sulawesi Selatan juga sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel 
1.1 tentang perbandingan pertumbuhan ekonomi dan indeks gini di Sulawesi 
Selatan tahun 2005 sampai dengan 2014. 
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Tabel 1.1 
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini 







2005 6.05 0.34 
2006 6.72 0.35 
2007 6.34 0.37 
2008 7.78 0.36 
2009 6.2 0.39 
2010 8.63 0.40 
2011 8.13 0.41 
2012 8.87 0.41 
2013 7.63 0.43 
2014 7.57 0.42 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2005-2014) 
Dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2014, peningkatan 
pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan bertumbuh dikisaran 7,39 persen per 
tahun. Pencapaian ini tidak hanya melampaui pertumbuhan ekonomi Nasional 
(rata-rata 5,50 persen per tahun), tetapi juga menempatkan Sulawesi Selatan, 
bersama dengan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, sebagai provinsi dengan 
pertumbuhan ekonomi tertinggi sekaligus sebagai kawasan paling dinamis di 
Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan persisten tersebut telah 
berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan per kapita Sulawesi 
Selatan. 
Namun dibalik fakta menggembirakan itu, muncul fakta lain yang cukup 
merisaukan, yaitu jurang ketimpangan justru semakin melebar. Indeks Gini, yang 
lazim digunakan untuk mengukur ketimpangan, bergerak cepat dari 0,34 pada 
tahun 2005 menjadi 0,42 pada tahun 2014. Dengan kata lain, derajat ketimpangan 
di Sulawesi Selatan bergeser dari kriteria “moderat” menuju kriteria “tinggi”. Angka 
0,42 bukan hanya berada di atas angka Nasional (0,41), tetapi juga telah 
memposisikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah dengan tingkat 
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ketimpangan tertinggi selain Papua Barat (0,44) dan DKI Jakarta (0,43). Sulawesi 
Selatan juga mencatatkan diri sebagai salah satu provinsi dengan peningkatan 
ketimpangan paling tajam dalam satu dekade terakhir, bersama dengan Sulawesi 
Utara, Kepuluan Riau, DKI Jakarta, Papua Barat, Maluku Utara, dan Maluku. 
Menurut Simon Kuznets (1955), meningkatnya ketimpangan pendapatan 
ini disebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebagai dampak tahapan 
awal pembangunan, lalu pada tahapan berikutnya akan memeratakan distribusi 
pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai ini mencerminkan perubahan 
struktural dari sektor tradisional pertanian ke sektor modern industri. Proses 
industrialisasi dari sektor pertanian ini dibarengi oleh investasi modal sehingga 
bisa menyerap banyak tenaga kerja yang berlebih dari sektor pertanian. Sektor 
pertanian dan sektor industri juga memiliki tingkat upah yang berbeda, tingkat upah 
pekerja untuk sektor industri lebih tinggi dibandingkan upah pekerja untuk sektor 
pertanian. 
Investasi modal sangat penting bagi pembangunan suatu negara. 
Penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) 
memiliki tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan penanaman 
modal dalam negeri, penanaman modal asing akan memberikan banyak manfaat 
salah satunya penyerapan tenaga kerja yang banyak dan transfer teknologi. Hal 
ini sangat cocok bagi negara berkembang karena negara seperti Indonesia 
memiliki jumlah penduduk atau tenaga kerja yang berlebihan serta kurang memiliki 
teknologi yang mumpuni untuk mengelola sumber daya yang ada. Selain itu, 
penanaman modal asing juga memengaruhi ketimpangan pendapatan sejalan 
dengan penelitian Nunnenkam (2011). Menurut Manning (1995), menerima 
banyak modal asing akan menyebabkan kurang meratanya distribusi pendapatan 
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sebagai dampak tingginya upah yang dibayarkan kepada para pekerja asing 
dibandingkan kepada tenaga kerja dalam negeri. 
Tabel 1.2 
Penanaman Modal Asing 








2001 17.285.000 10.400 179.764.000.000 
2002 382.864.000 8.940 3.422.804.160.000 
2003 50.543.800 8.465 427.853.267.000 
2004 264.050.148 9.260 2.445.104.370.480 
2005 2.364.000 9.830 23.238.120.000 
2006 679.965.000 9.020 6.133.284.300.000 
2007 141.430.870 9.419 1.332.137.364.530 
2008 611.550.000 10.950 6.696.472.500.000 
2009 109.172.533 9.400 1.026.221.810.200 
2010 25.251.000 8.991 227.031.741.000 
2011 89.559.254 9.068 812.123.315.272 
2012 582.579.410 9.670 5.633.542.894.700 
2013 462.776.000 12.189 5.640.776.664.000 
2014 280.927.700 12.440 3.494.740.588.000 
2015 233.346.500 13.795 3.219.014.967.500 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2001-2015) 
Berdasarkan tabel 1.2 tentang perkembangan penanaman modal asing di 
Sulawesi Selatan tahun 2001 sampai dengan 2015, jumlah penanaman modal 
asing (PMA) yang masuk setiap tahunnya tidak menentu di provinsi Sulawesi 
Selatan. Dalam kurun waktu tahun 2001 sampai dengan 2015, raihan terendah 
penanaman modal asing yaitu pada tahun 2005 sebesar Rp23.238.120.000,00 
dan yang tertinggi berada pada tahun 2008 sebesar Rp6.696.472.500.000,00. 
Pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya akan menjadikan 
kompetisi untuk mendapatkan lapangan pekerjaan menjadi sangat ketat. Menurut 
penelitian yang dilakukan Fulgsang (2013), pertumbuhan jumlah penduduk akan 
meningkatkan angka ketimpangan pendapatan. Hal tersebut disebabkan oleh 
penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari permintaan akan tenaga kerja. 
Banyaknya penawaran tenaga kerja menjadikan tenaga kerja kelas bawah akan 
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dibayar upah yang sedikit atau di bawah standar upah minimum. Banyaknya angka 
pengangguran akan menciptakan ketimpangan pendapatan di kelompok-
kelompok masyarakat. 
Dapat dilihat pada tabel 1.3 tentang jumlah penduduk di provinsi Sulawesi 
Selatan tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 di bawah ini: 
Tabel 1.3 
Jumlah Penduduk Di Sulawesi Selatan Tahun 2001 – 2016 

















Sumber: Badan Pusat Statistik (2001-2015) 
Adapun tabel menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk tahun 2001 
sampai dengan tahun 2015. Tabel tersebut memperlihatkan jumlah penduduk 
yang secara tren mengalami peningkatan. Dimana dalam periode tahun 2001 
sebanyak 6.977.942 jiwa hingga tahun 2015 sebanyak 8.520.304 jiwa. 
Perbedaan tingkat upah juga menyebabkan meningkatnya ketimpangan 
pendapatan. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan penetapan upah 
minimum yang bertujuan untuk melindungi para pekerja mendapatkan upah yang 
layak. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Sungkar, Nazamuddin, dan 
Nasir (2013) menunjukkan hasil bahwa penetapan upah minimum akan 
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menciptakan ketimpangan pendapatan. Diberlakukannya upah minimum 
berdampak harga tenaga kerja akan meningkat, sehingga permintaan akan tenaga 
kerja akan berkurang. Akibatnya banyak tenaga kerja yang akan menganggur. 
Pengangguran akan menciptakan ketimpangan pendapatan di masyarakat. Jadi 
peraturan penetapan upah minimum oleh pemerintah dapat melindungi tenaga 
kerja serta dapat menciptakan ketidakmerataan distribusi pendapatan. 
Tabel 1.4 

















Sumber: Badan Pusat Statistik (2001-2016) 
Berdasarkan tabel 1.4 data penetapan upah minimum regional (UMR) 
selalu meningkat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2015. Tercatat dari tahun 
2001 upah minimum regional sebesar Rp300.000,00 meningkat menjadi 
Rp2.000.000,00 pada tahun 2015. Dimana peningkatan paling tinggi pada tahun 
2013 ke 2014 sebesar Rp360.000,00. 
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan melebarnya 
ketimpangan di sisi lain,  sesungguhnya mengungkapkan banyak hal: (1) 
kemajuan ekonomi Sulawesi Selatan lebih bias ke kelompok masyarakat kelas 
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atas (top level) ketimbang kelas bawah (bottom level); (2) orang-orang kaya 
memperoleh irisan ”kue ekonomi” yang semakin besar relatif terhadap orang-
orang miskin seiring dengan kemajuan ekonomi Sulawesi Selatan; (3) secara 
implisit, fakta ini menunjukkan bahwa desain kebijakan selama ini lebih diarahkan 
untuk mendorong pertumbuhan ketimbang mewujudkan pemerataan; dan (4) jika 
fenomena ini terus berlanjut di masa depan, maka akan terjadi pemusatan 
penguasaan aset dan mesin ekonomi pada kelompok tertentu saja, dan tentu saja, 
memiliki efek merusak dalam jangka panjang, terutama dilihat dari aspek stabilitas 
sosial, politik dan keamanan (Agussalim, 2015). 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka diangkat penelitan yang berjudul 
“Analisis Ketimpangan Pendapatan di Sulawesi Selatan”. 
1.2   Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, 
maka akan disajikan rumusan masalah sebagai berikut:  
1. Seberapa besar pengaruh secara langsung penanaman modal asing 
(PMA), pertumbuhan penduduk dan upah minimum terhadap ketimpangan 
pendapatan di Sulawesi Selatan? 
2. Seberapa besar pengaruh secara tidak langsung penanaman modal asing 
(PMA), pertumbuhan penduduk dan upah minimum terhadap ketimpangan 
pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan? 
1.3   Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka 
akan disajikan tujuan penelitian sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui pengaruh secara langsung penanaman modal asing, 
pertumbuhan penduduk, dan upah minimum terhadap ketimpangan 
pendapatan di Sulawesi Selatan. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh secara tidak langsung penanaman modal 
asing, pertumbuhan penduduk, dan upah minimum terhadap ketimpangan 
pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. 
1.4   Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah 
dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan 
ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan. 








2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Ketimpangan Pendapatan 
Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian 
hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Distribusi 
pendapatan sebagai suatu ukuran dibedakan menjadi dua ukuran pokok, baik 
untuk tujuan analisis maupun untuk tujuan kuantitatif (Todaro, 2013) yaitu: 
1. Distribusi pendapatan “personal” atau distribusi pendapatan berdasarkan 
ukuran atau besarnya pendapatan. Distribusi pendapatan pribadi atau 
distribusi pendapatan berdasarkan besarnya pendapatan paling banyak 
digunakan ahli ekonomi. Distribusi ini hanya menyangkut orang per orang 
atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima, dari mana 
pendapatan yang mereka peroleh tidak dipersoalkan. Tidak dipersoalkan 
pula berapa banyak yang diperoleh masing-masing individu, apakah 
merupakan hasil dari pekerjaan mereka atau berasal dari sumber-sumber 
lain. Selain itu juga diabaikan sumber-sumber pendapatan yang 
menyangkut lokasi (apakah di wilayah desa atau kota) dan jenis pekerjaan. 
2. Distribusi pendapatan “fungsional” atau distribusi pendapatan menurut 
bagian faktor distribusi. Sistem distribusi ini mempertimbangkan individu-
individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah. Menurut Ahluwalia (1997) 
mengenai keadaan distribusi pendapatan di beberapa negara dapat 
digambarkan dalam 2 (dua) hal yaitu: 
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a) Adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai 
golongan penerima pendapatan dan golongan ini didasarkan pada 
besar pendapatan yang mereka terima. Ahluwalia (1997) 
menggolongkan penduduk penerima pendapatan:  
1) 40 persen penduduk menerima pendapatan paling rendah. 
2) 40 persen penduduk menerima pendapatan menengah. 
3) 20 persen penduduk menerima pendapatan paling tinggi. 
b) Distribusi pendapatan mutlak adalah persentase jumlah penduduk yang 
pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau 
kurang dari padanya. Ukuran umum yang dipakai biasanya adalah 
kriteria Bank Dunia yaitu ketidakmerataan tertinggi bila 40 persen 
penduduk dengan distribusi pendapatan terendah menerima kurang dari 
12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan sedang apabila 40 
persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12-17 persen 
pendapatan nasional. Ketidakmerataan rendah bila 40 persen penduduk 
dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari 
seluruh pendapatan nasional. 
Ada beberapa cara yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur 
kemerataan distribusi pendapatan, diantaranya yaitu: 
1) Kurva Lorenz 
Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di 
kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah 
bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif 
pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase 
kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama 
bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal 
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(semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin 
merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal (semakin 
lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi 




2) Indeks Gini 
Indeks gini merupakan suatu ukuran kemerataan yang dihitung dengan 
membandingkan luas antara diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas 
segitiga di bawah diagonal. Indeks gini juga merupakan indikator yang 
paling populer digunakan untuk mengamati kemiskinan relatif atau 
ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Meskipun indeks 
gini bukanlah merupakan indikator yang paling ideal tentang ketimpangan, 
namun setidak-tidaknya dapat memberikan gambaran mengenai 




Data yang diperlukan dalam penghitungan indeks gini:  
a. Jumlah rumah tangga atau penduduk. 
b. Rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah 
dikelompokkan menurut kelasnya. 
Rumus untuk menghitung koefisien gini:  







𝑃𝑖: persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i. 
𝑄𝑖: persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai 
kelas ke-i. 
 Nilai koefisien gini berkisar antara 0 dan 1, jika: 
 G < 0,3  → ketimpangan rendah 
 0,3 ≤ G ≤ 0,5 → ketimpangan sedang 
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 G > 0,5 → ketimpangan tinggi. 
3) Kriteria Bank Dunia 
Kriteria ketidakmerataan versi bank dunia didasarkan atas porsi 
pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% 
penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan 
menengah, serta 20% penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan atau 
ketidakmerataan distribusi pendapatan dinyatakan parah apabila 40% 
penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12% pendapatan 
nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat apabila 40% 
penduduk miskin menikmati antara 12-17% pendapatan nasional. 
Sedangkan jika 40% penduduk yang berpendapatan rendah menikmati 
lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan atau kesenjangan 
dikatakan lunak dan distribusi pendapatan nasional dianggap cukup 
merata. 
Simon Kuznets mengemukakan bahwa pada awal tahapan pertumbuhan 
perekonomian, distribusi pendapatan akan cenderung memburuk. Lalu pada 
tahapan selanjutnya distribusi pendapatan akan membaik. Hal itu berkaitan 
dengan hakikat perubahan struktural yang dijelaskan pada model Lewis. Kurva 
Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan ekonomi berkesinambungan 
yang memperluas sektor modern ketika suatu negara bergerak dari perekonomian 
tradisional ke perekonomian modern. Selain itu, hasil atas investasi pendidikan 
pada awalnya mungkin meningkat ketika sektor modern yang sedang tumbuh 
membutuhkan keterampilan dan kemudian menurun pada saat penawaran tenaga 
kerja terdidik meningkat dan penawaran pekerja tidak terampil menurun. Pada 
dasarnya hipotesis ini sejalan dengan proses pembangunan ekonomi yang 
berlangsung secara bertahap (Todaro, 2013). 
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Gambar 2.3 
Kurva Kuznet “U-terbalik” 
 
Dari pernyataan tersebut muncullah pertanyaan mengapa pada waktu 
proses pembangunan dilaksanakan di negara sedang berkembang ketimpangan 
meningkat. Hal tersebut dikarenakan pada waktu proses pembangunan baru 
dimulai di negara sedang berkembang kesempatan dan peluang pembangunan 
yang ada tentunya dimanfaatkan oleh daerah-daerah yang kondisi 
pembangunannya sudah lebih baik. Sedangkan pada daerah yang masih sangat 
terbelakang tidak mampu melaksanakan peluang ini karena keterbatasan sarana 
dan prasarana serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hambatan ini tidak 
saja disebabkan oleh faktor ekonomi tetapi juga faktor sosial dan budaya sehingga 
akibat ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat karena 
pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat di daerah yang dikarenakan 
kondisinya lebih baik. Sedangkan pada daerah yang terbelakang tidak banyak 
mengalami kemajuan. Pada awal proses pembangunan, ketimpangan dalam 
distribusi pendapatan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan 
industrialisasi; pada akhir proses pembangunan, ketimpangan menurun, yakni 
pada saat sektor industri di daerah perkotaan sudah dapat menyerap sebagian 
besar dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada 
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saat pangsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan. 
Pada tahap pertumbuhan awal akan terpusat di sektor industri modern (dalam 
model Lewis). Pada tahap ini, lapangan kerja terbatas, namun tingkat upah dan 
produktivitas terhitung tinggi. Kesenjangan pendapatan antara sektor industri 
modern dengan sektor pertanian tradisional pada awalnya akan melebar dengan 
cepat sebelum pada akhirnya menyempit kembali. Ketimpangan dalam sektor 
modern yang telah mengalami pertumbuhan pesat itu sendiri jauh lebih besar 
daripada yang terkandung dalam sektor tradisional yang relatif stagnan dan 
konstan. Selain itu, pada tahap ini, langkah-langkah transfer pendapatan dan 
pengeluaran dalam rangka mengurangi kemiskinan belum dapat dilaksanakan 
oleh pemerintah sehubungan dengan begitu rendahnya tingkat penghasilan yang 
ada (Bendatu, 2013). 
Secara umum menurut Adelman dan Morris dalam Arsyad (2010), ada 
delapan penyebab timbulnya ketidakmerataan distribusi pendapatan, yaitu: 
a. Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memicu penurunan pendapatan 
per kapita.  
b. Inflasi dimana pendapatan atas uang bertambah namun tidak diikuti secara 
proporsional oleh pertambahan produksi barang-barang. 
c. Ketidakmerataan pembangungan antar daerah. 
d. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal. 
e. Rendahnya mobilitas sosial. 
f. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakitbatkan 
kenaikan harga-harga barang hasil industri. 
g. Memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara yang masih 
berkembang dalam perdagangan dengan negara yang maju. 
17 
h. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri 
rumah tangga, dan lain-lain. 
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kondisi 
perekenomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik selama periode 
tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kenaikan kapasitas produksi 
suatu negara atau wilayah dari periode sebelumnya.  
Laju pertumbuhan ekonomi pada satu tahun tertentu dapat dihitung dengan 






𝐺    : Laju pertumbuhan ekonomi 
𝑃𝐷𝐵𝑡    : Pendapatan nasional pada tahun t 
𝑃𝐷𝐵𝑡−1   : Pendapatan nasional pada tahun sebelumnya 
Teori pembangunan yang dikemukakan oleh W. Arthur Lewis yaitu teori 
perubahan struktural. Berdasarkan teori Lewis, perekonomian terbelakang terdiri 
dari dua sektor, yakni sektor subsisten pedesaan yang tradisional dan sektor 
modern. Sektor tradisional ini digolongkan oleh Lewis memiliki kelebihan 
penduduk. Tenaga kerja yang berlebih dari sektor pertanian tradisional dapat 
diambil tanpa mengakibatkan kerugian output apapun, lalu sektor industri modern 
perkotaan yang sangat produktif sebagai sektor yang menampung transfer tenaga 
kerja dari sektor subsisten secara berangsur-angsur. Transfer tenaga kerja dan 
pertumbuhan lapangan pekerjaan ditentukan oleh tingkat investasi industri dan 
akumulasi modal di sektor modern. Investasi modal ini dimungkinkan karena 
jumlah keuntungan atau laba sektor modern melebihi jumlah upah, dengan asumsi 
18 
bahwa pemilik modal menginvestasikan kembali semua keuntungan mereka. 
Akhirnya, Lewis mengasumsikan bahwa tingkat upah dalam sektor industri modern 
tidak berubah yang jumlahnya telah ditentukan diatas rata-rata tingkat upah 
subsisten di sektor pertanian tradisional. Proses transformasi perekonomian 
perubahan struktural ini menjadikan sektor industri menyumbang pendapatan 
nasional melebihi dari sektor pertanian (Todaro, 2013). 
Teori pertumbuhan ekonomi Harrod-Domar dikembangkan oleh Evsey 
Domar dan R.F. Harrod. Dalam teori Harrod-Domar, untuk menumbuhkan suatu 
perekonomian diperlukan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal. 
Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan 
menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-
barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif 
seluruh masyarakat. Inti dari teori Harrod-Domar yaitu, setiap perekonomian dapat 
menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk 
mengganti barang-barang modal (gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun 
demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-
investasi baru sebagai stok penambah modal (Todaro, 2013). 
Adam Smith dalam bukunya “An Inquiry Into the Nature and Causes of The 
Wealth of the Nations” mengemukakan faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya 
pertumbuhan ekonomi. Teori Pertumbuhan ekonomi Adam Smith ditandai oleh 
dua faktor yang saling berkaitan yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan 
output total. Pertumbuhan output yang akan dicapai dipengaruhi oleh 3 komponen 
berikut ini (Arsyad, 2010). 
1. Sumber-sumber alam diinterpretasikan oleh ketersediaan tanah. Menurut 
Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling 
mendasar dari kegiatan produksi suatu masayarakat. Jumlah sumber daya 
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alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu 
perekonomian. Artinya jika sumber daya alam ini belum digunakan secara 
maksimal atau sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan modal yang ada 
akan terus memacu pertumbuhan output. Namun, pertumbuhan ini akan 
terhenti apabila jika semua sumber daya yang ada sudah digunakan secara 
optimal. 
2. Tenaga kerja (pertumbuhan penduduk) diinterpretasikan oleh jumlah 
penduduk. SDM memegang peranan yang pasif dalam proses 
pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan 
diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Smith 
memandang tenaga kerja merupakan salah satu input (masukan) dalam 
proses produksi dan pembagian kerja, dan spesialisasi merupakan salah 
satu kunci penting dalan peningkatan produktivitas tenaga kerja 
3. Akumulasi modal yang dimiliki memegang peranan penting dalam 
pembangunan ekonomi. Persediaan modal dapat diidentikkan sebagai 
“dana pembangunan”, cepat lambatnya pembangunan ekonomi tergantung 
pada ketersediaan “dana pembangunan” tersebut. Selain itu persediaan 
modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat 
output. Peranannya sangat sentral dalam pertumbuhan output. Jumlah dan 
pertumbuhan output ini tergantung pada laju pertumbuhan persediaan 
modal. 
Menurut Ricardo, faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar 
hingga menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga 
kerja melimpah. Pendapat Ricardo ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 
Malthus, yang menyatakan bahwa makanan (hasil produksi) akan bertambah 
menurut deret hitung (satu, dua, dan seterusnya). Sedangkan penduduk akan 
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bertambah menurut deret ukur (satu, dua, empat, delapan, enam belas, dan 
seterusnya) sehingga pada saat perekonomian akan berada pada taraf subisten 
atau kemandegan. Ricardo menggunakan beberapa asumsi untuk membahas 
pertumbuhan ekonomi yaitu: (1) jumlah tanah terbatas; (2) tenaga kerja akan 
meningkat atau menurun tergantung pada tingkat upah nominal; (3) akumulasi 
modal terjadi jika keuntungan yang diperoleh para pemilik modal berada diatas 
tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka untuk 
melakukan investasi; (4) kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu; (5) sektor 
pertanian sangat dominan (Arsyad, 2010). 
2.1.3 Penanaman Modal Asing 
Penanaman modal asing merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh 
pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya disuatu negara dengan tujuan 
untuk mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produksi atau jasa. 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal menyebutkan bahwa: “penanaman modal asing adalah 
kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik 
Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan 
modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal 
dalam negeri”. 
Penanaman modal yang tercantum dalam UU No 25 Tahun 2007 memiliki 
tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Modal yang diinvestasikan, baik dalam negeri maupun 
asing akan menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas 
produksi. 
Penanaman modal asing merupakan transfer modal baik nyata maupun 
tidak nyata dari suatu negara ke negara lain atau pemindahan modal. Tujuan 
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pemindahan modal ini digunakan di negara tersebut agar menghasilkan 
keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik total maupun sebagian 
(Salim dan Budi, 2008). 
2.1.4 Pertumbuhan Penduduk 
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 
Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang 
dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan 
oleh tiga komponen yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi. 
1. Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang 
nyata dari seorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain 
fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Natalitas 
mempunyai arti yang sama dengan fertilitas hanya berbeda ruang 
lingkupnya. Fertilitas menyangkut peranan kelahiran pada perubahan 
penduduk sedangkan natalitas mencakup peranan kelahiran pada 
perubahan penduduk dan reproduksi manusia. 
2. Mortalitas atau kematian merupakan salah satu di antara tiga komponen 
demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Informasi 
tentang kematian penting, tidak saja bagi pemerintah melainkan juga bagi 
pihak swasta, yang terutama berkecimpung dalam bidang ekonomi dan 
kesehatan. Mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda – tanda 
kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah 
kelahiran hidup. 
3. Migrasi merupakan salah satu faktor dasar yang mempengaruhi 
pertumbuhan penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan 
tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas 
politik/negara atau pun batas administratif/batas bagian dalam suatu 
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negara. Jadi migrasi sering diartikan sebagai perpindahan yang relatif 
permanen dari suatu daerah ke daerah lain. 
2.1.5 Upah Minimum 
Upah merupakan uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai 
pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk 
mengerjakan sesuatu, gaji, imbalan, hasil akibat (dari suatu perbuatan), resiko 
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002). Dalam teori ekonomi, upah secara umum 
dimaknai sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam 
produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Tenaga kerja diberikan imbalan 
atas jasanya yang disebut upah. Sementara Sukirno (2002) mendefinisikan upah 
sebagai pembayaran yang diperoleh berbagai bentuk jasa yang disediakan dan 
diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Sedangkan Gilarso (2003) 
memaknai upah sebagai balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia, 
yang secara luas mencakup gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dan lain-
lain. 
Upah minimum merujuk pada standar kelayakan hidup bagi para pekerja. 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan 
bahwa upah minimum harus didasarkan pada standar KHL. Pasal 1 ayat 1 dari 
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999, mendefinisikan upah 
minimum sebagai “upah bulanan terendah yang meliputi gaji pokok dan tunjangan 
tetap.” Sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja, upah yang diberikan 
dalam bentuk tunai harus ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan 
perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara 
pengusaha dengan pekerja, termasuk tunjangan, baik untuk pekerja itu sendiri 
maupun keluarganya. 
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Upah minimum berlaku selama 1 tahun dan merupakan upah bulanan 
terendah yang diterima semua jenis status buruh, yang masih lajang dan memiliki 
masa kerja kurang dari 1 tahun dan ditetapkan oleh gubernur berdasarkan 
rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) dan/atau bupati/walikota. 
UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu 
provinsi, ditetapkan oleh gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi dari 
Depeprov yang unsurnya tripartit yaitu pengusaha, pemerintah, serikat 
buruh/serikat pekerja, ditambah perguruan tinggi dan pakar. Penetapan UMP 
ditetapkan selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal 1 Januari.  
Menurut Hasanuddin Rachman, tujuan penetapan upah minimum dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu: 
1. Secara mikro 
1) Sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot 
2) Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di 
perusaaan. 
3) Meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah. 
2. Secara makro 
1) Pemerataan pendapatan 
2) Peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja 
3) Perubahan struktur biaya industri sectoral 
4) Peningkatan produktivitas kerja nasional 
5) Peningkatan etos dan disiplin kerja 
6) Memperlancar kominikasi pekerja dan pengusaha 
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2.1.6 Hubungan Antar Variabel 
2.1.6.1 Hubungan Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
dan Ketimpangan Pendapatan 
Menurut teori Harrod-Domar, untuk menumbuhkan suatu perekonomian 
diperlukan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal (Todaro, 2013). 
Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses 
pertumbuhan ekonomi. Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai 
pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk 
menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan 
menambah permintaan efektif seluruh masyarakat (Sukirno, 2002). 
Penanaman modal asing (PMA) sangat diperlukan untuk mempercepat 
pembangunan ekonomi. Modal asing membantu dalam industrialisasi, 
membangun modal overhead ekonomi, dan menciptakan kesempatan kerja. 
Modal asing tidak hanya membawa uang dan mesin tetapi juga keterampilan 
teknik. Penanaman modal asing (PMA) membuka daerah-daerah terpencil dan 
menggarap sumber-sumber yang belum dimanfaatkan (Jhingan, 2004). Oleh 
karena itu penanaman modal asing (PMA) mempunyai pengaruh positif terhadap 
pertumbuhan dan pendapatan wilayah. 
Menurut Kunle et al. (2014), pertumbuhan ekonomi secara langsung 
berkaitan dengan arus masuk investasi asing. Pertumbuhan ekonomi yang baik 
akan memberikan sinyal positif bagi arus masuk investasi. Ini berarti bahwa 
investasi swasta merupakan mesin dari pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno 
(2011) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus 
meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan 
pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. 
Penurunan investasi akan menyebabkan tingkat pendapatan nasional menurun di 
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bawah kapasitas pendapatan nasional. Peningkatan investasi masuk ke dalam 
suatu daerah akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi. 
Zaris (1987) dan Wahyuni, dkk. (2014) dalam penelitiannya mengatakan 
bahwa investasi swasta memiliki peran penting dalam pola pembangunan daerah 
dalam mengembangkan sektor-sektor yang ada di suatu daerah tertentu. Namun, 
investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dapat menjadi salah 
satu faktor penyebab ketimpangan pendapatan. Hal ini terjadi karena sebagian 
investasi swasta hanya terpusat di beberapa daerah, bahkan ada beberapa 
daerah yang mempunyai tingkat investasi yang sangat rendah. Para investor baik 
dari dalam negeri maupun luar negeri hanya menilai daerah-daerah yang 
mempunyai potensi atau keuntungan yang menjanjikan sehingga akan dijadikan 
sebagai tempat untuk berinvestasi (Haris, 2014). 
Penanaman modal asing tidak hanya memengaruhi pertumbuhan 
ekonomi, tetapi juga memengaruhi ketimpangan pendapatan di suatu wilayah atau 
negara. Penelitian yang dilakukan Nunnenkam (2011) menyatakan bahwa 
penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif dalam jangka waktu pendek 
dan berpengaruh negatif dalam jangka waktu panjang terhadap ketimpangan 
pendapatan. Artinya penanaman modal asing akan meningkatkan ketimpangan 
pendapatan dalam jangka waktu yang pendek karena penanaman modal asing 
umumnya hanya akan memperlebar jarak antara kelompok kaya dan kelompok 
miskin, dan sebaliknya penanaman modal asing (PMA) akan memeratakan 
distribusi pendapatan dalam jangka waktu panjang. Di beberapa kota/kabupaten 
ketika penanaman modal asing (PMA) meningkat, maka ketimpangan pendapatan 
akan semakin meningkat pula. 
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2.1.6.2 Hubungan Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
dan Ketimpangan Pendapatan 
Menurut teori Klasik bahwa output akan berkembang sejalan dengan 
perkembangan penduduk. Adam Smith yang mempelopori teori Klasik ini 
berasumsi bahwa pada masa itu lahan belum bersifat langka, modal belum ada 
yang diperhitungkan, tapi hanya jumlah tenaga kerja yang diperhitungkan.  
Akibatnya pertambahan penduduk dipandang sebagai faktor yang dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena menurut teori ini penduduk dianggap 
sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi, maka semboyan banyak anak 
banyak rejeki berlaku artinya semakin banyak anak semakin banyak tenaga kerja 
yang bisa dilibatkan untuk menggarap tanah sehingga menambah output. 
Menurut Ricardo faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar 
hingga menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga 
kerja melimpah. Pendapat Ricardo ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 
Malthus, yang menyatakan bahwa makanan (hasil produksi) akan bertambah 
menurut deret hitung (satu, dua, dan seterusnya). Sedangkan penduduk akan 
bertambah menurut deret ukur (satu, dua, empat, delapan, enam belas, dan 
seterusnya) sehingga perekonomian akan berada pada taraf subsisten atau 
kemandegan. Dampak dari kelebihan jumlah penduduk menimbulkan masalah-
masalah yang membuat pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Masalah 
ketersediaan pangan, persaingan mendapatkan kesempatan kerja, hingga 
tercemarnya lingkungan akibat dari ledakan populasi penduduk. 
Pertambahan jumlah penduduk menjadikan kompetisi dalam memperoleh 
lapangan kerja menjadi lebih ketat. Penawaran tenaga kerja yang lebih besar dari 
permintaan akan tenaga kerja menjadikan pekerja kelas bawah mau dibayar 
dibawah standar. Hal inilah berdampak pada semakin tingginya angka 
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ketimpangan. Salah satu faktor penyebab ketimpangan pendapatan di Sub-
Saharan Afrika adalah peningkatan populasi penduduk (Fulgsang, 2013). 
Pengaruh antara ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di-
pengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk 
cenderung berdampak negatif terhadap penduduk miskin, terutama bagi mereka 
yang sangat miskin. Sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota 
keluarga yang banyak sehingga kondisi perekonomian mereka yang berada di 
garis kemiskinan semakin memburuk seiring dengan memburuknya ketimpangan 
pendapatan atau kesejahteraan (Todaro, 2013). 
2.1.6.3 Hubungan Upah Minimum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan 
Ketimpangan Pendapatan 
Teori upah efisiensi (effieciency wage theory) yang dikembangkan oleh 
Cafferty (1990) meramalkan bahwa apabila pekerja dengan mendapatkan upah 
yang tinggi maka dia dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum hidupnya, 
sehingga dengan demikian apabila kebutuhan fisiknya sudah terpenuhi maka 
pekerja akan berangkat ketempat pekerjaannya dengan tenang, dan bagi pekerja 
sendiri dia akan memberikan konsentrasi yang penuh dan akan mencurahkan 
pemikiran dan tenaganya secara maksimal selama dia berada di tempat 
pekerjaannya. Dampak secara ekonomi yang dimunculkan bagi perusahaan 
adalah tingginya tingkat produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan 
memacu tingkat pertumbuhan ekonomi, dengan upah yang tinggi maka 
pekerjapun akan selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan dengan hasil 
yang lebih memuaskan sehingga dengan demikian pekerja akan merasa lebih 
puas dengan hasil pekerjaannya sedangkan bagi perusahaan merasa tidak 
mengalami kerugian dengan mempekerjakan tenaga kerja yang trampil dan selalu 
giat dalam meningkatkan hasil produktivitas kerjanya. 
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Secara teori, teori ekonomi neoklasik berpendapat bahwa upah minimum 
akan meningkatkan kesenjangan pendapatan ketimbang menguranginya. Upah 
minimum menyebabkan non-pasar berperan menentukan batas minimum upah di 
pasar tenaga kerja yang meningkatkan harga tenaga kerja. Dengan meningkatnya 
harga tenaga kerja, upah minimum menghasilkan pengurangan permintaan 
tenaga kerja dan sebahagian pekerja akan menjadi pengangguran. 
Di sisi lain, institusional ekonom berpendapat bahwa upah minimum 
mengurangi ketimpangan. Upah minimum meredistribusi pendapatan dengan 
menurunkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan upah pekerja terendah 
Dengan demikian, dengan menetapkan upah minimum maka standar upah akan 
lebih tinggi dan menciptakan distribusi upah dan pendapatan yang lebih adil. 
2.1.6.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan 
Pendapatan 
Karl Marx berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahap awal 
pembangunan akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Kenaikan tingkat 
upah dari tenaga kerja selanjutnya berpengaruh terhadap kenaikan resiko kapital 
terhadap tenaga kerja sehingga terjadi penurunan terhadap permintaan tenaga 
kerja. Akibatnya timbul masalah pengangguran dan ketidakmerataan pendapatan. 
Singkatnya, pertumbuhan ekonomi cenderung mengurangi masalah kemiskinan 
dan distribusi pendapatan hanya pada tahap awal pembangunan, kemudian pada 
tahap selanjutnya akan terjadi sebaliknya (Irawan, 2002). 
Neo Marxist menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi justru akan selalu 
menyebabkan melebarnya jurang ketidakmerataan antara si kaya dan si miskin. 
Hal ini terjadi karena adanya akumulasi modal dan kemajuan teknologi yang 
cenderung meningkatkan konsentrasi penguasaan sumber daya dan kapital oleh 
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para penguasa modal kelompok “elit” masyarakat. Sebaliknya non pemilik modal 
akan tetap berada dalam keadaaan kemiskinan. 
Simon Kuznets membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (inverted U 
curve) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai maka distribusi pendapatan 
akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan 
tertentu maka distribusi pendapatan akan merata (Kuncoro, 2006). 
Ravalion dan Chen (1997) menemukan hubungan yang signifikan dan 
berkorelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan perubahan kesenjangan. 
Hal ini memberikan petunjuk bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi akan 
menurunkan kesenjangan pendapatan, daripada memberikan kontribusi atas 
kenaikan kesenjangan pendapatan (Waluyo, 2004). 
2.2 Studi Empiris 
Penelitian yang dilakukan oleh Pauzi dan Budiana (2016) yang berjudul 
Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Secara Langsung Maupun Tidak Langsung 
Ketimpangan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali. Secara langsung, variabel 
penanaman modal asing (PMA) tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan. Serta variabel 
pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh 
positif dan signifikan. Secara tidak langsung, penanaman modal asing (PMA) 
berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui pertumbuhan 
ekonomi di provinsi Bali. 
Suzana dan Kapantow (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-
faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Utara 
menunjukkan hasil bahwa variabel jumlah penduduk memberikan pengaruh yang 
nyata terhadap indeks gini di Sulawesi Utara. Sedangkan variabel luas lahan 
pertanian tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap indeks gini di Sulawesi 
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Utara. Sementara itu pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap indeks gini di Sulawesi Utara. 
Sungkar, Nazamuddin, dan Nassir (2015) melakukan penelitian yang 
berjudul Pengaruh Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di 
Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan hasil bahwa variabel upah 
minimum memiliki efek positif terhadap nilai ketimpangan distribusi pendapatan di 
Indonesia periode 1999 – 2013. 
Penelitian yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap 
Distribusi Pendapatan Di Indonesia oleh Wildan Arifianto dan Imam Setiyono 
(2013) menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan 
dan positif terhadap distribusi pendapatan. Faktor-faktor penyebabnya adalah 
subsidi yang salah sasaran, rendahnya pemerataan tingkat pendidikan dan 
penguasaan teknologi serta faktor kelembagaan seperti institusi yang “korup” dan 
kebijakan yang tidak pro-rakyat. 
Sultan dan Sodik (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis 
Ketimpangan Pendapatan Regional Di DIY-Jawa Tengah Serta Faktor-faktor Yang 
Mempengaruhi Periode (2000-2004)”. Penelitian tersebut menunjukkan 
kesimpulan bahwa terdapat ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa 
Tengah dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2004. Pertumbuhan penanaman 
modal asing mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan 
pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah tahun 2000-2004. Pertumbuhan 
ekspor mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan 
pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah tahun 2000-2004. Pertumbuhan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap ketimpangan pendapatan regional di DIY dan Jawa Tengah 
tahun 2000-2004. 
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Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Yang 
Bekerja Dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui 
Petumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali” yang dilakukan oleh 
Adipuryanti dan Sudibia (2015) menunjukkan hasil bahwa pertama, jumlah 
penduduk yang bekerja dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Kedua, jumlah penduduk 
yang bekerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan 
kabupaten/ kota di Provinsi Bali sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan kabupaten/kota 
di Provinsi Bali. Ketiga, jumlah penduduk yang bekerja dan investasi berpengaruh 
secara tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan melalui 
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. 
2.3 Kerangka Pikir 
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang bersifat 
multidimensional yang melibatkan kepada seluruh perubahan besar baik terhadap 
perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, mengurangi kemiskinan, 
mengurangi ketimpangan (disparitas) dan pengangguran (Todaro, 2008). 
Permasalahan ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang harus 
diselesaikan. Pemerataan pendapatan di masyarakat merupakan indikator untuk 
mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Terdapat 
banyak faktor-faktor yang memengaruhi meningkatnya tingkat ketidakmerataan 
pendapatan di lapisan kelompok masyarakat. 
Harrod-Domar menyatakan bahwa modal merupakan faktor terpenting 
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang 
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meningkat akan menyebabkan meningkatnya pula angka ketimpangan 
pendapatan. Sejalan dengan penelitian Nunnenkam (2011) bahwa peningkatan 
ketimpangan pendapatan di suatu wilayah dapat disebabkan oleh tingkat arus 
modal asing di wilayah tersebut. Hal tersebut dikarenakan modal asing hanya akan 
dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu dan akan memperlebar jurang 
ketimpangan pendapatan di masyarakat. 
Penelitian yang dilakukan Suzana dan Kapantow (2015) menemukan hasil 
bahwa variabel jumlah penduduk memengaruhi distribusi pendapatan. 
Peningkatan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan akan meningkatkan pula angka 
ketimpangan pendapatan. 
Variabel upah juga memiliki pengaruh terhadap variabel pertumbuhan 
ekonomi dan ketimpanngan pendapatan. Penelitian yang dilakukan Sungkar, 
Nazamuddin, dan Nassir (2015) mendapatkan hasil bahwa upah minimum 
memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia selama 
periode 1993 sampai dengan 2013. 
Hubungan penanaman modal asing, pertambahan jumlah penduduk, dan 
upah minimum akan meningkatkan angka ketimpangan pendapatan baik secara 
langsung maupun tidak langsung melalui variabel intervening pertumbuhan 
ekonomi. Berdasarkan landasan teori pada tinjauan pustaka di atas, maka secara 
















Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan yang 
dikemukakan dalam perumusan masalah yang akan diuji kebenarannya. 
Berdasarkan uraian perumusan masalah, teori, konsep, serta kerangka pemikiran 
yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian 
ini adalah: 
1. Diduga bahwa penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan. 
2. Diduga bahwa  penanaman modal asing berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di 
Sulawesi Selatan. 
3. Diduga bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan 























4. Diduga bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di 
Sulawesi Selatan. 
5. Diduga bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan. 
6. Diduga bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Sulawesi 
Selatan. 
7. Diduga bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan 






METODE PENELITIAN  
3.1 Ruang Lingkup Penelitian 
Penelitian ini membahas tentang analisis pengaruh penanaman modal 
asing, pertumbuhan penduduk, dan upah minimum regional sebagai variabel 
bebas terhadap ketimpangan pendapatan sebagai variabel terikat di Sulawesi 
Selatan tahun 2002 sampai dengan tahun 2016. 
3.2 Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
bersifat kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari BPS Provinsi Sulawesi-Selatan di 
kota Makassar dalam bentuk angka-angka dan masih perlu dianalisis kembali, 
yang meliputi data time series dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 tentang 
penanaman modal asing (PMA), pertumbuhan penduduk, upah minimum, 
pertumbuhan ekonomi, dan data time series indeks gini tahun 2002 sampai 
dengan tahun 2016. 
3.3 Metode Analisis 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis). 
Analisis jalur adalah cikal bakal munculnya persamaan struktural, hal ini bermula 
dari penelitian Wright tahun 1918, 1921, 1934, 1960 di bidang biometrika (Ghozali, 
2008). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi yang digunakan 
untuk menerangkan akibat langsung, akibat tidak langsung dan akibat total 
seperangkat variabel sebagai variabel penyebab terhadap seperangkat variabel 
lain yang merupakan variabel akibat. Analisis jalur dapat menerangkan hubungan 
antara satu atau beberapa variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel 
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independen. Masing-masing variabel dependen dan independen dapat berbentuk 
faktor atau konstruk yang dibangun dari beberapa variabel indikator ataupun dapat 
berbentuk tunggal. Secara ekonometrika model persamaan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
 
Y1 = b1LnX1 + b2LnX2 + b3LnX3 + e1 … … … … … … … … … … … … … 
 (1) 




𝑌1  = Pertumbuhan ekonomi 
𝑌2  = Ketimpangan pendapatan 
𝑋1  = Penanaman modal asing 
𝑋2  = Pertumbuhan penduduk 
𝑋3  = Upah Minimum 
e1, e2   = variabel pengganggu 
3.4 Uji Kesesuaian (Goodness of Fit) 
Uji Kesesuaian (Goodness of Fit) ialah pengujian untuk mengetahui 
apakah model yang dihipotesiskan merupakan model yang baik untuk 
merepresentasikan hasil penelitian. Menurut Wijanto, ada beberapa tahapan 
evaluasi tingkat kecocokan data dengan model, yaitu: 
1) Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 
2) Kecocokan model pengukuran (measurement model fit) 
3) Kecocokan struktural (structurall model fit) 
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Menurut Wijanto (2008), pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-
batas nilai yang menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap 
GOF (Goodness of Fit) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 3.1 
Kriteria Goodness of Fit dan Tingkat Penerimaan 
 
Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang Dapat Diterima 
Ukuran Kecocokan Mutlak 
Chi Square 
Mengikuti uji statistic yang berkaitan 
dengan persyaratan signifikansi. Semakin 
kecil semakin baik. 
Goodness of Fit Index (GFI) 
Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih 
tinggi adalah lebih baik. GFI ≥ 0,90 adalah 
good fit, sementara 0,80 sampai dengan 
0.90 adalah marginal fit. 
Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 
Rata-rata perbedaan per degree of 
freedom yang diharapkan terjadi dalam 
populasi dan bukan dalam sampel. 
RMSEA ≤ 0,08 adalah good fit, sedangkan 
RMSEA < 0,05 adalah close fit. 
Root Mean Square Residuan 
(RMR) 
Residual rata-rata antara amtrik (korelasi 
atau kovarian) teramati dan hasil estimasi. 
Standardized RMR ≤ 0,05 adalah good fit. 
Ukuran Kecocokan Incremental 
Tucker-Lewis Index atau Non-
Normed Fit Index (TLI atau 
NNFI) X=TLI; NNFI; NFI; AGFI; RFI; IFI; CFI 
Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih 
tinggi adalah lebih baik. X ≥ 0,09 adalah 
good fit. Sedangkan 0,08 ≥ X ≥ 0,09 
adalah marginal fit. 
Normed Fit Index 
Adjusted Goodness of Fit Index 
(AGFI) 
Relative Fit Index (RFI) 
Incremental Fit Index (IFI) 
Comparative Fit Index (CFI) 
Ukuran Kecocokan Parsimoni 
Parsimonious Goodness of Fit 
Index (PGFI) 
Spesifikasi ulang dari GFI, dimana nilai 
lebih tinggi menunjukkan parsimoni yang 
lebih besar. Ukuran ini digunakan untuk 
perbandingan diantara model-model. 
Parsimonious Normed Fit Index 
(PNFI) 
Nilai tinggi menunjukkan kecocokan lebih 
baik, hanya digunakan untuk 
perbandingan model alternatif. 
Akaike Information Criterion 
(AIC) 
Nilai positif lebih kecil menunjukkan 
parsimoni lebih baik, digunakan untuk 
perbandingan antara model. Pada model 
tunggal, nilai AIC yang mendekati 
saturated AIC menunjukkan good fit. 
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3.5 Definisi Variabel Operasional 
Seperti telah dijelaskan di atas, maka batasan variabel dari penelitian ini, 
antara lain: 
1. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas produksi di Sulawesi 
Selatan yang diukur yaitu dari perubahan persentase PDRB harga konstan 
dari periode 2001 sampai dengan 2015. 
2. Ketimpangan pendapatan adalah ketidakmerataan pendapatan kelompok-
kelompok masyarakat di Sulawesi Selatan yang diukur dengan indeks gini 
dari periode 2002 sampai dengan 2016. 
3. Penanaman modal asing adalah jumlah nilai modal asing yang 
diinvestasikan di Sulawesi Selatan yang dinyatakan dalam rupiah pada 
periode 2001 sampai dengan 2015. 
4. Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk yang berada di Sulawesi 
Selatan pada periode 2001 sampai dengan 2015. 
5. Upah minimum adalah upah yang ditetapkan oleh pemerintah Sulawesi 
Selatan untuk tenaga kerja yang dinyatakan dalam rupiah pada periode 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Gambaran Umum Daerah Penelitian 
4.1.1 Kondisi Geografis Daerah Penelitian 
Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang berada di bagian 
selatan pulau Sulawesi. Ibu kota provinsi Sulawesi Selatan adalah Makassar, dulu 
ibukotanya bernama Ujung Pandang. Provinsi Sulawesi Selatan terletak di 0°12' - 
8° Lintang Selatan dan 116°48' - 122°36' Bujur Timur. Luas wilayahnya 45.764,53 
km². Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, 
Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut 
Flores di selatan. Sulawesi Selatan memiliki lokasi yang strategis di Kawasan 
Timur Indonesia memungkinkan Sulawesi Selatan dapat berfungsi sebagai pusat 
pelayanan, baik bagi Kawasan Timur Indonesia maupun untuk skala internasional.  
Di provinsi Sulawesi Selatan memiliki 21 kabupaten dan 3 kota. Tercatat 
juga di provinsi ini memiliki 67 aliran sungai, 4 danau, dan 7 gunung. Pada 
umumnya, di provinsi Sulawesi Selatan memiliki dua musim, yaitu musim kemarau 
dan musim penghujan. 
4.1.2 Kondisi Demografis Daerah Penelitian 
Di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 memiliki jumlah penduduk 
sebanyak 8.520.304 jiwa.  Penduduk di Sulawesi Selatan tersebar di 24 
kabupaten/kota. Kota Makassar yang merupakan ibu kota Sulawesi Selatan yang 
memiliki penduduk paling terbesar yakni 1.449.401 jiwa. Pada tahun 2014, 
perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama. Penduduk laki-laki 
sebesar 4.116.737 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 4.315.426 jiwa. Dapat 
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dilihat jumlah penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2006 sampai dengan 2015 
pada tabel 4.1 di bawah ini: 
Tabel 4.1 
Jumlah Penduduk Di Sulawesi Selatan Tahun 2006 – 2015 











Sumber: Badan Pusat Statistik (2006-2015) 
Penduduk di Sulawesi Selatan juga memiliki banyak suku, diantaranya 
Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Duri, Konjo, dan lain-lain. Bahasa yang umum 
digunakan pada masyarakat Sulawesi Selatan yakni Bahasa Makassar, Bahasa 
Bugis, Bahasa Toraja, Bahasa Pettae, dan lain-lain. Mayoritas agama di Sulawesi 
Selatan adalah Islam, kecuali di Kabupaten Tana Toraja yang mayoritas beragama 
Kristen. 
4.2 Perkembangan Variabel 
4.2.1 Perkembangan Ketimpangan Distribusi Pendapatan 
Ketimpangan pendapatan merupakan cerminan terjadinya ketimpangan 
dalam hal pendistribusian pendapatan pada kelompok-kelompok masyarakat di 
suatu negara atau wilayah. Ketimpangan pendapatan merupakan pendistribusian 
yang tidak proporsional dari pendapatan nasional total di antara berbagai rumah 
tangga dalam negara (Todaro, 2013).  
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Ketimpangan pendapatan ini dapat dilihat dari indeks gini. Indeks gini 
merupakan ukuran numerik agregat ketimpangan pendapatan yang berkisar dari 
0 (kemerataan sempurna) sampai dengan 1 (ketimpangan sempurna). 
Tabel 4.2 
Indeks Gini 



















Sumber: Badan Pusat Statistik (2001-2016) 
Tabel di atas menunjukkan data indeks gini di Provinsi Sulawesi Selatan 
dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2016. Indeks Gini di Sulawesi Selatan setiap 
tahunnya mengalami fluktuatif. Pada tahun 2002 indeks gini sebesar 0,28. Indeks 
gini menyentuh angka 0,30 pada tahun 2003. Lalu kembali mengalami 
peningkatan pada tahun 2004 dan 2005 menjadi 0,32 lalu 0,34. Pada tahun 2006, 
indeks gini Sulawesi Selatan sebesar 0,35. Kemudian pada tahun 2007 terjadi 
peningkatan sebesar 0,02 menjadi 0,37. Pada tahun 2008 terjadi penurunan 
indeks gini menjadi 0,36. Kemudian pada tahun 2009 kembali terjadi peningkatan 
yang cukup besar sebesar 0,03 menjadi 0,39. Lalu indeks gini Sulawesi Selatan 
pada tahun 2010 mengalami peningkatan 0,01 menjadi 0,4. Pada tahun 2011 
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kembali lagi mengalami peningkatan angka indeks gini menjadi 0,41 dan pada 
tahun 2012 angka indeks gini tetap pada angka 0,41. Pada tahun 2013 kembali 
terjadi peningkatan angka indeks gini Sulawesi Selatan menjadi 0,43. Lalu turun 
menjadi 0,42 pada tahun 2014 dan tetap 0,42 pada tahun 2015. Pada tahun 2016, 
indeks gini sebesar 0,43. 
4.2.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator 
penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode 
tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB 
pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit 
usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa 
akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. 
PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan 
jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB 
atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut 
yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai 
tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui 
kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu 
daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 
ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak 
dipengaruhi oleh faktor harga. 
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kondisi 
perekenomian suatu negara menuju keadaan yang lebih baik selama periode 
tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari kenaikan kapasitas produksi 
(Produk Domestik Regional Bruto) suatu negara atau wilayah dari periode 
sebelumnya. 
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Dapat dilihat PDRB atas dasar harga konstan dan laju pertumbuhan 
ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 
pada tabel 4.3 sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi 






2001 101.101,44 5.23 
2002 105.225,98 4.08 
2003 110.933,09 5.42 
2004 116.773,27 5.26 
2005 123.834,08 6.05 
2006 132.150,04 6.72 
2007 140.530,22 6.34 
2008 151.469,38 7.78 
2009 160.908,67 6.23 
2010 171.740,74 6.73 
2011 185.708,47 8.13 
2012 202.184,59 8.87 
2013 217.659,13 7.62 
2014 233.988,05 7.54 
2015 250.758,24 7.17 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2001-2016) 
Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2001 sebesar 5,23%. Lalu menurun 
pada tahun berikutnya menjadi 4,08%. Pada tahun 2003, pertumbuhan ekonomi 
mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 5,42%. Pada tahun 2004 
sebesar 5,26%, kemudian pada tahun berikutnya sebesar 6,05%. Pada tahun 
2006, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berada pada angka 6,72%. 
Kemudian turun pada tahun 2007 sebesar 6,34%. Lalu pada tahun 2008 
mengalami peningkatan menjadi 7,78%.  Pada tahun 2009 menunjukkan angka 
pertumbuhan paling terkecil yaitu 6,2%. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan 
yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 8,63%. Pada tahun berikutnya 
turun menjadi 8,13%. Lalu pada tahun 2012 merupakan pertumbuhan ekonomi 
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yang paling tinggi yakni 8,87%. Lalu berangsur-angsur turun angka pertumbuhan 
ekonomi pada tahun-tahun berikutnya, tahun 2013 sebesar 7,63%, tahun 2014 
sebesar 7,57, dan tahun 2015 sebesar 7,17%. 
4.2.3 Perkembangan Penanaman Modal Asing 
Penanaman modal asing merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh 
pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya di suatu negara dengan tujuan 
untuk mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produksi atau jasa. Berikut 
merupakan perkembangan jumlah modal asing yang diinvestasikan di provinsi 
Sulawesi Selatan: 
Tabel 4.4 
Penanaman Modal Asing 








2001 17.285.000 10.400 179.764.000.000 
2002 382.864.000 8.940 3.422.804.160.000 
2003 50.543.800 8.465 427.853.267.000 
2004 264.050.148 9.260 2.445.104.370.480 
2005 2.364.000 9.830 23.238.120.000 
2006 679.965.000 9.020 6.133.284.300.000 
2007 141.430.870 9.419 1.332.137.364.530 
2008 611.550.000 10.950 6.696.472.500.000 
2009 109.172.533 9.400 1.026.221.810.200 
2010 25.251.000 8.991 227.031.741.000 
2011 89.559.254 9.068 812.123.315.272 
2012 582.579.410 9.670 5.633.542.894.700 
2013 462.776.000 12.189 5.640.776.664.000 
2014 280.927.700 12.440 3.494.740.588.000 
2015 233.346.500 13.795 3.219.014.967.500 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2001-2016) 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai investasi modal dari asing di 
Sulawesi Selatan sangat bervariasi di setiap tahunnya. Pada tahun 2001, modal 
asing yang terealisasi sebesar Rp179.764.000.000,00. Pada tahun berikutnya 
meningkat sebesar Rp3.422.804.160.000,00 pada tahun 2002. Pada tahun 2003, 
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modal asing yang terealisasi hanya sebesar Rp427.853.267.000,00, sangat sedikit 
jumlahnya dibandingkan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2004, modal asing 
kembali meningkat menjadi Rp2.445.104.370.480,00. Lalu pada tahun 2005, 
modal asing hanya menyentuh angka Rp23.238.120.000,00. Pada tahun 2005 
merupakan jumlah terkecil penanaman modal asing dalam kurun waktu tahun 
2001 sampai dengan 2016. Pada tahun 2006, modal asing yang terealisasikan 
memiliki nilai yang cukup besar, yaitu Rp6.133.284.300.000,00. Besarnya modal 
investasi asing pada tahun tersebut dikarenakan adanya pemodal asing yang 
menginvestasikan modalnya di sektor kelistrikan, pembangunan kilang minyak, 
perkebunan kelapa sawit, dan pabrik gula. Pada tahun 2007 nilai investasi asing 
tidak sebesar pada tahun sebelumnya yaitu Rp1.332.137.364.530,00. Kemudian 
pada tahun 2008 juga memiliki modal asing yang besar, yaitu 
Rp6.696.472.500.000,00. Pada tahun berikutnya, nilai modal asing di Sulawesi 
Selatan meningkat menjadi Rp1.026.221.810.200,00. Kemudian pada tahun 2010, 
modal asing di Sulawesi Selatan, yaitu Rp227.031.741.000,00. Pada tahun 2011 
sebesar Rp812.123.315.272,00 lalu meningkat cukup tinggi pada tahun 2012 
menjadi Rp5.633.542.894.700,00. Pada tahun 2013 dan 2014, modal asing di 
Sulawesi Selatan masih cukup besar dari tahun sebelumnya, yakni 
Rp5.640.776.664.000,00 dan Rp3.494.740.588.000,00. Lalu pada tahun 2015 
memiliki angka modal asing terkecil dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 
Rp3.219.014.967.500,00. 
4.2.4 Perkembangan Jumlah Penduduk 
Secara kuantitatif, tingkat pertambahan jumlah penduduk (rate of 
population increase) diukur sebagai persentase pertambahan (pengurangan) 
relatif neto dari jumlah penduduk per tahun karena pertambahan alamiah (natural 
increase) dan imigrasi internasional neto (net international net). 
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Perkembangan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan selama tahun 2001 
sampai dengan 2015 tercantum dalam tabel 4.5. Pada tabel tersebut jumlah 
penduduk di Sulawesi Selatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. 
Pada tahun 2001, penduduk di Sulawesi Selatan hanya sebesar 6.977.942 jiwa. 
Pada tahun 2002, jumlah penduduk meningkat menyentuh angka 7.082.807 jiwa. 
Pada tahun 2003 hingga 2005 mengalami peningkatan jumlah penduduk menjadi 
sebesar 7.509.704 jiwa. Pada tahun 2006, jumlah penduduk Sulawesi Selatan 
sebanyak 7.629.689 jiwa dengan pertumbuhan 1,59%. Pada tahun 2007, 
mengalami peningkatan jumlah penduduk yaitu 7.700.255 jiwa dengan memiliki 
angka pertumbuhan sebanyak 1%. Kemudian pada tahun 2008 kembali 
mengalami pertumbuhan penduduk 1,36% yaitu 7.805.024 jiwa. Pada tahun 
berikutnya juga mengalami peningkatan sebesar 1,32%, jadi jumlah penduduk 
pada tahun 2009 yaitu 7.908.519 jiwa. Pada tahun 2010 jumlah penduduk 
Sulawesi Selatan sebanyak 8.034.776 jiwa. Lalu pada tahun 2011, jumlah 
penduduk menjadi sebanyak 8.115.638 jiwa. Pada tahun 2012, kembali meningkat 
menjadi 8.190.222 jiwa. Penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 8.342.047 jiwa 
pada tahun 2013 dengan angka pertumbuhan 1.85%. Kemudian tahun 2014 
mengalami peningkatan kembali jumlah penduduk sebanyak 1,08%, yaitu 
8.432.163 jiwa. Pada tahun 2015, penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 
8.520.304 jiwa dengan angka pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebanyak 
1,04%.  
Dapat dilihat jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 





Jumlah Penduduk Di Sulawesi Selatan Tahun 2001 – 2015 




2001 6.977.942 0.59 
2002 7.082.807 1.50 
2003 7.280.351 2.78 
2004 7.399.460 1.63 
2005 7.509.704 1.48 
2006 7.629.689 1.59 
2007 7.700.255 1 
2008 7.805.024 1.36 
2009 7.908.519 1.32 
2010 8.034.776 1.60 
2011 8.115.638 1.01 
2012 8.190.222 1 
2013 8.342.047 1.85 
2014 8.432.163 1.08 
2015 8.520.304 1.04 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2001-2016) 
4.2.5 Perkembangan Upah Minimum 
Upah minimum regional adalah suatu standar minimum yang digunakan 
oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada 
pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah 
minimum merupakan kebijakan yang bermanfaaat untuk memastikan pekerja 
mendapatkan upah yang wajar sekaligus mencegah kemiskinan di kalangan 
pekerja yang mencakup pemenuhan standar kebutuhan hidup buruh. Lebih jauh, 
pendistribusian kembali penghasilan pekerja pada skala gaji terendah 
menurunkan dispersi upah dan kemungkinan akan meningkatkan permintaan 
agregat melalui efek multiplier.  Di banyak negara upah minimum adalah hal utama 
dalam penetapan upah nasional. Mereka tidak hanya menyediakan batasan upah 
secara umum, tetapi juga mempengaruhi upah, menaikkan tingkat pendapatan 
dan memiliki dampak penting pada dispersi upah keseluruhan. Mereka yang 
bekerja di sektor formal adalah target kebijakan upah minimum. Mereka tidak 
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menerima upah di bawah upah minimum karena peraturan tersebut. Ini menjadi 
suatu keharusan bagi perusahaan untuk mematuhi peraturan jika tidak akan 
dikenakan denda. Oleh karena itu, upah minimum tidak hanya alat untuk 
melindungi pekerja di bagian bawah skala upah tetapi sering menjadi "isu-kelas 
menengah" (Levin-Waldman dan Whalen, 2007). 
Berikut merupakan tabel upah minimum regional di Sulawesi Selatan pada 
tahun 2001 sampai dengan 2015: 
Tabel 4.6 

















Sumber: Badan Pusat Statistik (2001-2016) 
Tabel di atas menunjukkan bahwa Upah Minimum Regional (UMR) di 
Sulawesi Selatan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2001 
sampai dengan 2015. Hal ini disebabkan karena kebutuhan biaya hidup selalu 
meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2001, UMR hanya sebesar Rp300.000,00. 
Meningkat pada tahun 2002 menjadi Rp375.000,00. Lalu meningkat pada tahun 
2003 sebesar Rp415.000,00. Lalu pada tahun 2004 UMR menyentuh angka 
Rp455.000,00 dan pada tahun 2005 sebesar Rp510.000,00. Pada tahun 2006 
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UMR sebesar Rp612.000,00 meningkat 10% pada tahun 2007 menjadi 
Rp673.200,00. Kemudian pada tahun 2008 UMR kembali meningkat menjadi 
Rp740.500,00. Pada tahun 2009 UMR sebesar Rp905.000,00 meningkat pada 
tahun berikutnya menjadi Rp1.000.000,00. Tahun 2011 UMR menjadi sebesar 
Rp1.100.000,00 dengan peningkatan sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Pada 
tahun 2012, UMR Sulawesi Selatan bertambah 9,09% menjadi Rp1.200.000,00. 
Pada tahun 2013 UMR sebesar Rp1.440.000,00 lalu bertambah pada tahun 2014 
menjadi Rp1.800.000,00. Pada tahun 2015, angka UMR Sulawesi Selatan 
mencapai Rp2.000.000,00.  
4.3  Analisis Jalur (Path Analysis) 
Hasil pengolahan yang telah dilakukan menggunakan software IBM SPSS 
Amos versi 22. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab III tentang metode 
penelitian, bahwa penelitian ini akan membahas mengenai hubungan pengaruh 
penanaman modal asing, jumlah penduduk, dan upah minimum terhadap 
ketimpangan pendapatan secara langsung maupun tidak langsung melalui 
pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan tahun 2002 sampai dengan tahun 2016 
menggunakan analisis jalur (path analysis). 
4.3.1 Path Diagram 
Pada sub bagian path diagram akan menunjukkan model analisis jalur 
dalam bentuk path diagram. Hasil ini diperoleh menggunakan software IBM SPSS 





Sumber: Output IBM SPSS AMOS 22 
4.3.2 Analisis Hasil 
Pada sub bab bagian ini akan menjelaskan tentang hasil pengaruh dan 
tingkat probabilitas (signifikansi) variabel Penanaman Modal Asing (PMA), 
pertumbuhan penduduk, upah minimum, pertumbuhan penduduk, dan indeks gini 
di Sulawesi Selatan pada tahun 2002 sampai dengan 2016. 
Berikut tabel regression weights hasil analisis yang menunjukkan pengaruh 






Variabel Estimate S.E. C.R. 
P-
Value 
PMA (X1) → Pertumbuhan Ekonomi (Y1) .101 .106 .951 .344 
Pertumbuhan 
Penduduk (X2) → 
Pertumbuhan 
Ekonomi (Y1) 





-5.787 2.206 -2.634 .009 




.001 .001 .941 .347 
Pertumbuhan 










-.088 .036 -2.434 .015 
Pertumbuhan 




.002 .004 .524 .600 
Sumber: Output IBM SPSS AMOS 22 
 Pada tabel regression weights diatas menunjukkan besarnya pengaruh 
variabel penanaman modal asing (X1) secara langsung terhadap pertumbuhan 
ekonomi (Y1) sebesar 0,101. Hal tersebut berarti bahwa jika penanaman modal 
asing meningkat 1%, maka akan meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi 
sebesar 0,101 juga. Pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan 
ekonomi memiliki nilai probabilitas (tingkat signifikansi) sebesar 0,344. Nilai 
probabilitas sebesar 0,344 memiliki arti bahwa penanaman modal asing terhadap 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. 
Pada tabel regression weights di atas juga menunjukkan besarnya 
pengaruh variabel pertumbuhan penduduk (X2) secara langsung terhadap 
pertumbuhan ekonomi (Y1) sebesar 69,584. Hal tersebut berarti bahwa jika 
pertumbuhan penduduk meningkat 1%, maka akan meningkatkan angka 
pertumbuhan ekonomi sebesar 69,584. Pengaruh pertumbuhan penduduk 
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terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki nilai probabilitas (tingkat signifikansi) 
sebesar 0,000. Nilai probabilitas sebesar 0,000 memiliki arti bahwa pertumbuhan 
penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan pada tingkat 
signifikansi 1%. 
Pada tabel regression weights diatas menunjukkan besarnya pengaruh 
variabel upah minimum (X3) secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi 
(Y1) sebesar -5,787. Hal tersebut berarti bahwa jika upah minimum meningkat 1%, 
maka akan menurunkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,787. Pengaruh 
upah minimum terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki nilai probabilitas (tingkat 
signifikansi) sebesar 0,009. Nilai probabilitas sebesar 0,009 memiliki arti bahwa 
upah mininum terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan pada 
tingkat signifikansi 1%. 
Pada tabel regression weights diatas menunjukkan besarnya pengaruh 
variabel penanaman modal asing (X1) terhadap ketimpangan pendapatan (Y2) 
sebesar 0,001. Hal tersebut berarti bahwa jika penanaman modal asing meningkat 
1%, maka akan menurunkan angka ketimpangan pendapatan sebesar 0,001. 
Pengaruh penanaman modal asing terhadap ketimpangan pendapatan memiliki 
nilai probabilitas (tingkat signifikansi) sebesar 0,347. Nilai probabilitas sebesar 
0,347 memiliki arti bahwa penanaman modal asing terhadap ketimpangan 
pendapatan berpengaruh tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. 
Pada tabel regression weights diatas menunjukkan besarnya pengaruh 
variabel pertumbuhan penduduk (X2) terhadap ketimpangan pendapatan (Y2) 
sebesar 1,526. Hal tersebut berarti bahwa jika pertumbuhan penduduk meningkat 
1%, maka akan meningkatkan angka ketimpangan pendapatan sebesar 1,526. 
Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap ketimpangan pendapatan memiliki 
nilai probabilitas (tingkat signifikansi) sebesar 0.000. Nilai probabilitas sebesar 
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0,000 memiliki arti bahwa pertumbuhan penduduk terhadap ketimpangan 
pendapatan berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi 1%. 
Pada tabel regression weights diatas menunjukkan besarnya pengaruh 
variabel upah minimum (X3) terhadap ketimpangan pendapatan (Y2) sebesar -
,088. Hal tersebut berarti bahwa jika upah minimum meningkat 1%, maka akan 
menurunkan angka ketimpangan pendapatan sebesar 0,088. Pengaruh upah 
minimum terhadap ketimpangan pendapatan memiliki nilai probabilitas (tingkat 
signifikansi) sebesar 0,015. Nilai probabilitas sebesar 0,015 memiliki arti bahwa 
upah minimum terhadap ketimpangan pendapatan berpengaruh secara signifikan 
pada tingkat signifikansi 1%. 
Pada tabel regression weights diatas menunjukkan besarnya pengaruh 
variabel pertumbuhan ekonomi (Y1) terhadap ketimpangan pendapatan (Y2) 
sebesar 0,002. Hal tersebut berarti bahwa jika pertumbuhan ekonomi meningkat 
1%, maka akan menurunkan angka ketimpangan pendapatan sebesar 0,002. 
Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan memiliki nilai 
probabilitas (tingkat signifikansi) sebesar 0,600. Nilai probabilitas sebesar 0,600 
memiliki arti bahwa pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan 
berpengaruh tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. 
4.3.3 Uji Kesesuaian (Goodness of Fit) 
Pengujian kesesuaian (goodness of fit) dilakukan menggunakan aplikasi 




Hasil Pengukuran Tingkat Kesesuaian (Goodness Of Fit Model) 
Ukuran GOF Ukuran GOF Hasil Evaluasi Model 
Chi Square Dimana Chi square untuk df=3 61.213 Kurang Baik 
RMSEA 
RMSEA≤0.08 adalah good fit, 
dan RMSEA < 0.05 adalah 
close fit. 
1.177 Kurang Baik 
TLI X=TLI; NNFI; NFI; AGFI; RFI; 
IFI; CFI 
Nilai berkisar antara 0-1, 
dengan nilai lebih tinggi adalah 
lebih baik. X ≥ 0,09 adalah 
good fit. Sedangkan 0,08 ≥ X ≥ 
0,09 adalah marginal fit. 
-.558 Kurang Baik 
NFI .545 Kurang Baik 
IFI .557 Kurang Baik 
CFI .513 Kurang Baik 
Sumber: Output IBM SPSS AMOS 22 
 
4.3.4 Uji Normalitas 
Uji Normalitas merupakan pengujian yang dilakukan dengan bertujuan 
untuk menilai penyebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah 
sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji Normalitas dapat 
dilakukan dengan melihat nilai critical ratio skewness (kecondongan) dan nilai 
critical ratio kurtosis (tinggi-datar). Data dianggap memenuhi syarat distribusi 
normal jika critical ratio skewness dan nilai critical ratio kurtosis lebih kecil ±2,58 
pada tingkat signifikansi 0,01(1%). Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai 
critical ratio skewness value dibawah ±2,58 (Ghozali, 2005). 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Normalitas 
Variabel Min Max Skew c.r. Kurtosis c.r. Ket. 
X1 23.869 29.533 -1.075 -1.700 .411 .325 Normal 
X2 15.758 15.968 -.227 -.359 -1.037 -.820 Normal 
X3 12.612 14.626 .066 .104 -1.089 -.861 Normal 
Y1 4.080 8.870 -.162 -.256 -.601 -.475 Normal 
Y2 .280 .430 -.590 -.934 -.883 -.698 Normal 
Multivariet -1.282 -.297 Normal 
Sumber: Output IBM SPSS AMOS 22 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengujian normalitas 
data menunjukkan nilai critical ratio skewness dan nilai critical ratio kurtosis lebih 
kecil dari cut off yang dipersyaratkan sebesar kurang dari ±2,58. Dengan hasil 
dibawah persyaratan ±2,8 dapat dikatakan bahwa distribusi data dalam penelitian 
ini memenuhi kriteria distribusi normal dan layak digunakan. 
4.4  Pembahasan Hasil Penelitian 
Pada sub bab ini akan menunjukkan tentang hasil estimasi pengaruh 
langsung (direct effect) dan pengaruh tidak langsung (indirect effect) variabel 
Penanaman Modal Asing (PMA), pertumbuhan penduduk, upah minimum, 
pertumbuhan penduduk, dan indeks gini di Sulawesi Selatan pada tahun 2002 
sampai dengan 2016. 
Tabel 4.10 














PMA (X1) .101 .001 .000 
Pertumbuhan 
Penduduk (X2) 
69.584 1.526 .130 
Upah Minimum (X3) -5.787 -.088 -.011 
Pertumbuhan 
Ekonomi (Y1) - .002 - 







4.4.1 Pengaruh Langsung Penanaman Modal Asing, Pertumbuhan 
Penduduk, dan Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan  
a. Pengaruh Langsung Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan 
Pendapatan 
Hasil estimasi pada tabel diatas bahwa variabel penanaman modal asing 
berpengaruh secara langsung terhadap variabel ketimpangan pendapatan 
menunjukkan angka sebesar 0,001 dengan nilai probabititas 0,344 dengan taraf 
signifikansi 5%. Pengaruh secara langsung variabel penanaman modal asing 
terhadap ketimpangan pendapatan berpengaruh tidak signifikan.  
Hasil tidak signifikannya penanaman modal asing terhadap ketimpangan 
pendapatan bertentangan dengan hipotesis yang dibangun sebelumnya pada bab 
II, dimana penanaman modal asing berpengaruh positif dan siginifikan terhadap 
ketimpangan pendapatan. Fluktuatifnya realisasi penanaman modal asing yang 
terjadi di Sulawesi Selatan periode 2001 sampai dengan 2016 menyebabkan tidak 
berpengaruhnya variabel penanaman modal asing terhadap ketimpangan 
pendapatan. 
Di Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi penanaman modal asing hanya 
terpusat pada daerah yang maju saja, sedangkan daerah yang dianggap kurang 
maju tidak mendapatkan modal. Contohnya kota Makassar yang setiap tahunnya 
menerima investasi yang tinggi dibandingkan kabupaten lainnya yang tidak 
mendapatkan porsi investasi asing di daerahnya. Modal asing yang terealisasi 
hanya meliputi sektor industri, sedangkan mayoritas penduduk Sulawesi Selatan 
memiliki pekerjaan di sektor pertanian. Jadi modal asing di Sulawesi Selatan tidak 
memiliki pengaruh terhadap mayoritas penduduk yang bekerja di sektor pertanian. 
Penelitian yang dilakukan Ramly (2012) juga mendapatkan hasil bahwa 
penanaman modal asing tidak signfikan terhadap ketimpangan pendapatan. 
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b. Pengaruh Langsung Pertumbuhan Penduduk terhadap Ketimpangan 
Pendapatan 
Hasil estimasi pada tabel di atas bahwa variabel pertumbuhan penduduk 
berpengaruh secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan menunjukkan 
angka sebesar 1,526 dengan nilai probabilitas 0,000 dengan taraf siginfikansi 1%. 
Ketika pertumbuhan penduduk meningkat 1%, maka akan meningkatkan angka 
ketimpangan pendapatan sebesar 1,526. Pengaruh secara langsung variabel 
pertumbuhan penduduk terhadap ketimpangan pendapatan adalah positif dan 
berpengaruh secara signifikan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif 
dan berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini 
sejalan dengan hipotesis yang telah dibangun pada bab II, dimana jumlah 
penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan di Sulawesi 
Selatan periode 2002 sampai dengan 2016. 
Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan penduduk 
berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Meningkatnya jumlah 
penduduk di Sulawesi Selatan setiap tahunnya menyebabkan kenaikan juga pada 
angka indeks gini. Pertumbuhan penduduk di Sulawesi Selatan tidak diiringi 
dengan penambahan lapangan pekerjaan yang tersedia. Sehingga persaingan 
untuk mendapatkan lapangan kerja menjadi lebih ketat. Hal tersebut 
menyebabkan penawaran tenaga kerja lebih besar dibandingkan permintaan 
tenaga kerja menjadikan tenaga kerja rela dibayar dengan upah yang rendah. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suzana dan 
Kapantow (2015), dimana variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap indeks gini di Sulawesi Utara. 
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Tidak meratanya persebaran penduduk di wilayah Sulawesi Selatan juga 
memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan. Estudillo (1997) menjelaskan 
bahwa distribusi pendapatan merupakan hasil kombinasi kelompok-kelompok 
masyarakat di suatu wilayah, baik masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan. 
Pendapatan masyarakat di perkotaan tentunya lebih besar dibandingkan 
masyarakat di pedesaan dikarenakan faktor kegiatan perekonomian yang lebih 
banyak di daerah perkotaan dibandingkan di daerah pedesaan. SDM yang tercipta 
di perkotaan tentunya juga lebih baik SDM yang berada di pedesaan. Penduduk 
yang terampil juga bermigrasi untuk berpindah ke daerah perkotaan, sehingga di 
daerah pedesaan kekurangan SDM yang terampil untuk membangun 
perekonomian di daerah pedesaan. 
c. Pengaruh Langsung Upah Minimum terhadap Ketimpangan 
Pendapatan 
Hasil estimasi pada tabel di atas bahwa variabel upah minimum 
berpengaruh secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan menunjukkan 
angka sebesar -0,088 dengan nilai probabilitas 0,015 dengan taraf siginfikansi 1%. 
Ketika upah minimum meningkat 1%, maka akan menurunkan angka ketimpangan 
pendapatan sebesar 0,088. Pengaruh secara langsung variabel pertumbuhan 
penduduk terhadap ketimpangan pendapatan adalah negatif dan berpengaruh 
secara signifikan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif 
terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini bertentangan dengan hipotesis pada 
bab II tentang tinjauan pustaka, dimana upah minimum berpengaruh positif 
terhadap ketimpangan di Sulawesi Selatan periode 2002 sampai dengan 2016. 
Hal tersebut dikarenakan kebijakan pemerintah untuk menetapkan upah minimum 
dapat mengurangi angka ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan. Upah 
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minimum yang setiap tahunnya meningkat dapat meningkatkan pendapatan 
masyarakat yang rendah menjadi lebih meningkat. Sehingga jarak antara yang 
berpendapatan tinggi tidak terlalu jauh dengan yang berpendapatan rendah 
dikarenakan penetapan upah minimum yang setiap tahunnya meningkat. 
4.4.2 Pengaruh Tidak Langsung Penanaman Modal Asing, Pertumbuhan 
Penduduk, dan Upah Minimum terhadap Ketimpangan Pendapatan  
a. Pengaruh Tidak Langsung Penanaman Modal Asing terhadap 
Ketimpangan Pendapatan 
Hasil estimasi pada tabel di atas bahwa variabel Penanaman Modal Asing 
berpengaruh secara tidak langsung terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui 
Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan angka sebesar 0.000 dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,600 lebih besar dari alpha 0.10 (taraf sig.10%). Hal itu 
berarti variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel perantara tidak signifikan 
dalam menjelaskan pengaruh tidak langsung variabel penanaman modal asing 
terhadap ketimpangan pendapatan. 
b. Pengaruh Tidak Langsung Pertumbuhan Penduduk terhadap 
Ketimpangan Pendapatan 
Hasil estimasi pada tabel di atas bahwa variabel Pertumbuhan Penduduk 
berpengaruh secara tidak langsung terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui 
Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan angka sebesar 0,130 dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,600 lebih besar dari alpha 0.10 (taraf sig.10%). Hal itu 
berarti variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel perantara tidak signifikan 
dalam menjelaskan pengaruh tidak langsung variabel pertumbuhan penduduk 
terhadap ketimpangan pendapatan.  
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c. Pengaruh Tidak Langsung Upah Minimum terhadap Ketimpangan 
Pendapatan 
Hasil estimasi pada tabel di atas bahwa variabel Pertumbuhan Penduduk 
berpengaruh secara tidak langsung terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui 
Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan angka sebesar -0,011 dengan nilai 
probabilitas sebesar 0,600 lebih besar dari alpha 0.10 (taraf sig.10%). Hal itu 
berarti variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel perantara tidak signifikan 
dalam menjelaskan pengaruh tidak langsung variabel upah minimum terhadap 
ketimpangan pendapatan.  
4.4.3 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan 
Hasil estimasi pada tabel di atas bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi 
berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan menunjukkan angka sebesar -
0,002 dengan nilai probabilitas sebesar 0,600 lebih besar dari alpha 0.10 (taraf 
sig.10%). Pengaruh variabel pertumbuhan penduduk terhadap ketimpangan 
pendapatan adalah negatif dan tidak signifikan. 
Di provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2001 sampai dengan 2015, 
pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dengan ketimpangan 
pendapatan. Hal ini berarti ketika pendapatan kelompok penduduk miskin 
meningkat, pendapatan kelompok penduduk kaya juga meningkat dalam 
komposisi yang cenderung sama. Sehingga tidak merubah porsi angka 
ketimpangan di Sulawesi Selatan selama periode tahun 2002 sampai dengan 
2016. Tidak adanya perubahan pada komposisi pendapatan di masyarakat 
disebabkan kurangnya kebijakan redistributif yang dilakukan oleh pemerintah 
Sulawesi Selatan selama periode 2002 sampai dengan 2016. 
Saat ini, kebanyakan para ekonom berpikiran bahwa pertumbuhan tidak 
mempunyai dampak besar terhadap ketimpangan karena distribusi pendapatan 
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secara umum tidak banyak berubah. Hasil penelitian Ravallion dan Chen (1996) 
yang dilakukan terhadap 67 negara berkembang dan transisi mendapati hasil 
pertumbuhan ekonomi kurang berpengaruh banyak terhadap ketimpangan 
pendapatan (Agussalim, 2009). Temuan Deininger dan Squire (1998), Bigsten dan 
Levin (2001), serta Dollar dan Kraay (2002) juga menyimpulkan bahwa tidak ada 
bukti keberadaan hubungan sistematis yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi 







Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kita 
dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Secara langsung, penanaman modal asing di Sulawesi Selatan tahun 2001 
sampai dengan 2015 menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap 
ketimpangan pendapatan periode tahun 2002 sampai dengan 2016. 
Secara tidak langsung, penanaman modal asing terhadap ketimpangan 
pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi juga tidak memberikan 
pengaruh dan tidak signifikan. Modal asing di Sulawesi Selatan hanya 
terpusat di daerah yang maju saja, sedangkan daerah lainnya tidak 
mendapatkan investasi asing. Penanaman modal asing hanya terealisasi 
di bidang industri, sedangkan mayoritas penduduk Sulawesi Selatan masih 
bekerja di bidang pertanian, misalnya petani. Maka dari itu modal asing 
yang terealisasi di Sulawesi Selatan tidak signifikan terhadap angka 
ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan. 
2. Secara langsung, jumlah penduduk di Sulawesi Selatan tahun 2001 sampai 
dengan 2015 menunjukkan bahwa berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap ketimpangan pendapatan periode tahun 2002 sampai dengan 
2016. Hal ini berarti pertambahan jumlah penduduk akan meningkatkan 
ketimpangan pendapatan. Secara tidak langsung, pertumbuhan penduduk 
tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan 
ekonomi. Jumlah penduduk yang banyak menyebabkan pengangguran 
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yang diakibatkan dari kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. 
Tenaga kerja yang tidak mendapat pekerjaan rela dibayar upah berapa pun 
karena lebih banyak penawaran tenaga kerja dibanding permintaan tenaga 
kerja. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan di Sulawesi 
Selatan. 
3. Secara langsung, upah minimum di Sulawesi Selatan tahun 2001 sampai 
dengan 2015 menunjukkan bahwa berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap ketimpangan pendapatan periode tahun 2002 sampai dengan 
2016. Hal ini berarti penetapan upah minimum yang cukup tinggi dan 
meningkat setiap tahunnya oleh pemerintah dapat mengurangi angka 
ketimpangan pendapatan. Secara tidak langsung, upah minimum tidak 
signifikan terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan 
ekonomi. Upah minimum di Sulawesi Selatan dapat menyebabkan angka 
ketimpangan menurun. Hal ini dikarenakan upah minimum dapat 
mempersempit jurang kesenjangan orang yang berpendapatan rendah 
dengan orang yang berpendapatan tinggi. 
5.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 
penulis menyarankan sebagai berikut: 
1. Untuk mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di Sulawesi Selatan, 
maka pemerintah Sulawesi Selatan sebaiknya membuat aturan-aturan 
terhadap penanaman modal asing agar lebih berpihak ke pada 
masyarakat. Aturan yang perlu dibuat oleh pemerintah Sulawesi Selatan 
yakni membuat aturan tentang tenaga kerja lokal yang lebih banyak 
digunakan disbanding tenaga kerja asing. Serta membuat aturan mengenai 
keuntungan dari hasil penanaman modal asing itu diinvestasikan kembali. 
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Pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur-infrastruktur untuk 
menunjang dan memfasilitasi modal asing yang masuk. 
2. Pemerintah Sulawesi Selatan perlu memperhatikan terhadap tingginya 
pertumbuhan penduduk setiap tahunnya dan menyediakan jumlah 
lapangan kerja. Pemerintah sebaiknya menahan laju pertumbuhan 
penduduk dengan mensosialisasikan program KB serta penambahan 
lapangan pekerjaan agar dapat menekan pengangguran. 
3.  Upah minimum regional di Provinsi Sulawesi Selatan cukup tinggi 
dibandingkan dengan upah minimum regional di provinsi lain. Tetapi 
pemerintah tetap perlu memerhatikan jumlah upah minimum yang harus 
ditetapkan agar dapat disesuaikan dengan inflasi agar upah minimum 
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Hasil Rekap Data 
Tahun LnX1 LnX2 LnX3 Y1 Y2 
2001 25.91 15.76 12.61 5.23 - 
2002 28.86 15.77 12.83 4.08 0.28 
2003 26.78 15.80 12.94 5.42 0.30 
2004 28.53 15.82 13.03 5.26 0.32 
2005 23.87 15.83 13.14 6.05 0.34 
2006 29.44 15.85 13.32 6.72 0.35 
2007 27.92 15.86 13.42 6.34 0.37 
2008 29.53 15.87 13.52 7.78 0.36 
2009 27.66 15.88 13.72 6.23 0.39 
2010 26.15 15.90 13.82 6.73 0.40 
2011 27.42 15.91 13.91 8.13 0.41 
2012 29.36 15.92 14.00 8.87 0.41 
2013 29.36 15.94 14.18 7.62 0.43 
2014 28.88 15.95 14.40 7.54 0.42 
2015 28.80 15.96 14.51 7.17 0.42 
2016 - - - - 0.43 
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